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<OTA SAMARIN, A\

PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

NOMOR 942 TAHUN 2023
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses

oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan

terbatas.

. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi

Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis
atas setiap kebijakan yang diambil.

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan
Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 484862),

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149),

. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

standar Layanan Informasi Publik;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah;

. Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Standar

Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kota Samarinda;




6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;

7. Keputusan Wali Kota Samarinda Nomor 496/235/HK-
KS/IVI2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Badan Publik
Pemerintah Kota Samarinda.

MEMPERHATIKAN Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023
MEMUTUSKAN
MENETAPKAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini
merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 942 Tahun 2023 yang

tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 16 Agustus 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Kota Samarinda

A

Dr. Aji Syarif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi
Pembinal Utama Muda
Nip. 197010271999031004




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 842 TAHUN 2023
Pada han ini, Rabu tanggal Enam Belas bulan Agustus tahun 2023 pat di Ruang yutan Balai Kota inda telah dilakukan Penguji i teshaday Publik seb iseb pada tabel di bawah ini:
No. Informas! Dasar Hukum Pengecuallan tnformas! Konsekuensl/Pertimbangan Bag) Publik Jangka Waktu
Dibul | Ditutup
1 — 2 3 4 ] [ ]
{Sakretariat Daerah Kota Samarinda
1 FProm Penilaian dalam seteksi Calon Dircksi BUMD di lingkungan Pemesintah |- [e gan dengan prinsip TKep pak gan intemal Selama beriangsungnya seloksi
Kota
2 |Dokumen pengadaan berang/jasa pemerintah, terkait: a. UU No. 14 tahun 2007 tentang KIP, pasal 17 hurf b, i, dan j Sampai selesal pelaksanaan peksrjaan
a.Dckumen pesencanaan pengadaan dan persiapan pengadaan bareng dan b. UU no. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang
Jasa yang meliputi Detail Engineering Design (DED), Engineering Estimate c. Perpres No. 16 {ahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemeriniahan
(EE), Detall spesifikas teknis, Rincian harga, perkiraan sendirt (HPS), Soft d. Kepmen PUPR No. 451/KPTS/M/2017 tentang daftar Informasi yang
Built Drawing, Analisa harga satuan pekerjaan, Rencana kerja, Syarat - syarat |dikecuatikan di Kementrian PUPR
|khusun dan umum kontrak/ SSKK, Bentuk rancangan kontrak, uang muka, @. Perpres No. 12 tahun 2021 tentang pengadaen barang/jasa ntah
Jaminan uang muka, j sortifikat  |f. Peraturan Pemerinteh No. 16 tahun 2010 tentang pelakeganan UU No. 14 tahun
garans! dan atau pcnyusuaian harga 2008 tentang KIP
b.Dokumen persiapan pemiiihan dan pelaksanaan pemilihan, mellputi, g. Peraturan kspala ANRI No. 2 tshun 2014 tentang tata naskah dinas
dokumen tender/seleks| dan dokmwn kualifikasi, Dokumen penawaran, dan  |h. Peraturan menteri datem negeri No. 54 tahun 2009 tentang tata naskeh dinas di
aset peny data peserta / ia berang/jasa, il pokja  Jling f Dsorgh
pemilihan, hasil evall Y P dan hasil Kiariftkasi tapangan  |I. Periem LKPP No. 11 tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan
cleh pokja barang den jasa pemerintsh
c.Dokumen pelaksanaan kontrak dan serah terima hasil pekerjaan, yang J. Pertem LKPP No. 12 tehun 2021 tentang pecoman pelaksanaan pengadaan
kontrak, akhir, basic design melalui penyedi
d Thhapan monttoring dan evaluasl, yang mellputi administrasi, cek
tapangan, catatan, temuan, kelmpulan, dan rekomendasi
Kocamatan Loa Janan liir
3 'Excrusupemmman APBD Pemerinigh Kota Samarinda (sebelum Pasal 17 huruf | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayet (1) dan (2) | Penyalahgunaan data ofeh plhak Menghindari terjedinya yang|Menghindari ter hp di mata publik Sampel detapkan dalam perda
disampaikan dan dibahas DPRD) (BPKAD. Bapp & Semua SKPD) UUN No. 43 Tahun 2009 kearsi| tidak berhak
4 |Dokumen pertanggung g k beku dan |Pasal 17 hunuf | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU |Dapat penyatah negara Malindungl dan gurang! p lghg Negara Tidak terbatas
buku pembantu lainnya No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan UU No. 15 Tahun 2004 tentang
Perbendeharaan Negara UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6 |Daftar Penilai Prestasi Kerja/SKP Pasal 17 huruf 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Kep Menteri Pekerj Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia, Melindung! data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rehasia Tidak terbatas
Umum No. 391/KPTS/W/2011 |Mel HAM
dsnias PNS yang meianggar disiplin dan proses dijatuhi hukuman: Proses  |Pasal 17 huruf 1 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Kep Menteri F gungkapkan rahasia pribadi ASN Melindung! data pribadi yang Tidak terbatas bersifat rahasia Tidak terbatas
hukumen disiplin Pegawal Negeri Sipll, keberatan atas hukuman disiplin ASN  |Umum No. 391/KPTS/M/2011
Kecamatan Loa Janan (llr, Kelurahan_Karang Asam Iilr
7 |Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yeng |Pasal 17 hunif | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengakibatkan pelelangan menjadi idak sehat Melindungl pelelangan tetap Sempai dengan dapat Sampel dengan penetapan pemenang
sedang digunaken dalam proses lelang (semua SKPD) dipertanggungjawabkan pengadaan
Pasal 17 huruf | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP UU No. 11 Tahun 2008 Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak Menghindari terjadinya yang tidak berhak Tidak terbatas

Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangen daerah

( SKPD) tentang ITE
Kecamatan Samarinda liir, Kelurahan Karang Asam llir
[ lDolcumen laporan pengaduan (identiies pengadwditutup sebagian) IT’esal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Menurunkan kredibilitas dari Pemerintah dalam pelay i g rjadinya kesalahpahaman indormasi di mata publik| Sempal dengan hasil penyelesaian dari laporan pengaduan
ﬁ:mdn Varia Niaga
10 |Rencana Kerja Anggaran Pasal 17 huruf b UU No.14 Dapat menggenggu WMsundungl perusahaan dari Tidak Terbatas
F secara Tehun 2008 tentang KIP kepentingan rencana kerja {persaingan usaha tidak sehat
anggaran perusahasn dari
persaingan usaha tidak sehat
11 |Rencana Program Peng gan Usaha Pasal 17 hund b UU No.14 [Malindungl perusahaan dari Tidak Terbates
Tahun 2008 tentang KIP kepentingen pengembangan persaingan usaha tidak sehat
usaha perusahaan dart
parsal usaha tidak sehat




KonsokuensUPortimbangan Bagl Publik

Jangka Waktu

20

UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskosmas Loa Bakul

No. Informasi Dasar Hukum Pengocuailan informas! —_—
Dibuka Dlmtng
12 |informasi data pelanggan selain Pasal 17 huruf h angka 3 UU Ozpat mengungkap rahasia Melindungi rahasia data Tidak Terbatas
nama dan alamat No.14 Tehun 2008 Tontang KiP data pribadi dan kondisi pribadi dan kondlsi
kefuaraga. keluaraga.
Pasal 1 angka 1 UUNo 8 Memberikan Jaminan akan
tahun 1999 terkait kopastian hukum akan
Periindungan Konsumen perlindungan kepada
pelanggang
13 |Data menyangkul utang piutang |Pasal 7 hurf h angka 3 UU Dapat mengungkap rahasia Melindungi rahasia kondisi Tidak Terbatas
pelanggan maupun pesusehaan No.14 Tahun 2008 Tentang KIP kond!s! keuangan, aset, keuangan, aset, pendapatan,
Pasal 1 angka 1 UUNo 8 pendapatan, dan rekening bank dan rekening bank sesecrang
tahun 1999 terkalt seseorang dan porusahaan dan perusahaan. Memberikan jaminan akan
Pertindungan Konsumen kepastian hukum akan
periindungan kepada
pelanggang
14 |Pendapatan Direksi dan Karyawan Pasal 17 huruf h engka 3 UU Dapst mengungkap rahasia Melindungl rahasia kondisl Tidak Terbatas
selain Skala Upsh No.14 Tehun 2008 Tentang KiP L gan, p p lkeuangan, pendapatan, dan
dan 9 bank ing bank 9.
15 |Data pribadi Direksi dan Pegawai Pasal 17 hunsf h angka 3 LU Dapsat mengungkap rehasia Meiindungl rahasia data Tidak Terbatas
No.14 Tehun 2008 Tentang KIP data pribad] dan kondis! |pribadi dan kondis!
keluaraga. Ikeluaraga.
16 |Surat menyurat yang sifatnya Pasal 17 hund | UU Menghambat jalannya b g! prosas Tidak Terbatas
Nomor 14 tahun 2008 kebijakan {pengambilan kebijakan
17 |Dokumen preses penjatuhan Pesal 17 huruf h angka 3 UU Dapst mengungkap rahasia IMelindungl rahasta pribadi Tidak terbatas kecuali yang bersnagkutan langsung atau yang
disiplin/pelanggaran stika No.14 Tahun 2008 Tentang KIP pribadi kond!sl keuangan, dan kondisi keuangan, dan mendapatkan kuasa daripadanya
P i/karyawan pendapatan 0 P atan ]
18 |Laporen Keuangan Perusahaan yang Pasal 17 hund b UU No.14 Dapat mengganggu Melindungl kepentingan Sampai teleh diaudit
Tahun 2008 tentang KIP kepentingan perusahsaan dan perusahaan dari persaingan
Belum Diaudit gan usaha tidak sehat usaha tidak sehat
19 |Data pendukung laporan keuangan Pasal 17 huruf b UU No.14 Dapat menimbutkan informas! yang saleh dikarenakan membantu Badan Publik dalam mencapal keberhasilan Tidak Terbatas
(kwitansi, nota) dit Tehun 2008 tentang KIP laporan keuangan belum final dan betum dlaudit pelaksanaan kebijakan dan program

Rekam Medis

UPTD Puskesmas Lok Bahu,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Temindung

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Unuang-undangw
|mengatur mengenal hak dan kewajiban pasien,

Jika dibuka dan diberikan kopada Pubilk atau Pemohon
Publlk dapat mengungkapkan rahasia pasien

{kerahasiaan rekam medis dan periindungan data pribadi pnsben Perah.uan
Monteri Kesehaten Nomor 75 Tahun 2014 tentang Rekam Medis: Peraturan inl

beri d teknis g p rekam med!s di fasilites

F . Rekam medis harus dijaga

kemhaﬂmhya dan hanya dapat diaksos oloh pihak-pihak yang barwenang.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tehun 2018 tentang Standar Pelayanan
Kesehatan di
Puskesmas: Peraturan ini mmgatur meugenal standar petayanan
kesehatan yang harus dip pengt
medis dan pettindungan informasl pulen
Pasal 17 Hurut H Ayat 2 UU n0.14 Tahun 2008 Tentang KIP UU No. 38 Tahun
2009 Tentang Kesehatan Permenkes No.24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis

rekam

Ketika akses terhadap rekam medis ditutup, baik bagi pasien itu
sendiri atau tenaga medis yang merawatnya, dapat menyulitkan
dalam

Dapat mengungkapkan ¥ dan peng
sesoorang.

tepat. (nformast yang relevan mengenal riwayat medis, alergl,
reaksi terhadap obat, atau kondisi kesehatan lainnya menjadi
sulit didapatkan, yang dapat berdampak negatif pada dlagnosis
dan perawalan yang ofektif.

Meiindungl Riwayat Kesehatan pasien.

Tidak terbatas kecuall yang
Malindungi data pasien bersangkutan mengizinkan

UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Loa Bakung, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD Puskesmas Seglr, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG

(tambahkan pasalnya

rahasia pribad! dan mengganggu kepentingan institus
tersebut

Data Pasien (kecuali jumlah) Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 'Pasal [Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasla, Dapat Perlindungan terhadap data individu (pasien) Tidak terbatas
17 hunuf H ayat 2 UU No. 14 tehun 200 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)|mengungkapkan data pasien
PUSKESMAS BUKUAN,UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Data Pribadl Pegawal, termasuk proses mutasi Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas! Publik, Pasal [Mengungkep data pribad| yang bersifat rahasla Perlindungan terhadap data individu (pasien) Tidak terbatas
17 hundt h "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon
Informas! Publik dapat mengungkap rahasla pribadi™
Dapat mengganggu kep gan per gan hak atas informasi pribadi
PUSKESMAS BUKUAN, UPTD PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
Identitas petugas yang melakukan kesalahan & yang melaporkan dalam UU No. 29 Tamn 2004 Tentang Praktek Kedokieran ‘UU No. 14 Tahun 2003 Jika dibuka dan diberikan kepada Publik atau P Periindung p data individu (pasien) Selama dalam proses pemeriksaan
Laporan Insiden keselamatan pasien Publik UU No. 36 Tahun 2009 g ) Publlk dapat mengungkapkan




Konsakuensl/Pertimbangan Bag! Publlk

rekeman suara dari pslaksana rapat-rapat yang bersiat rahasia;

2. Bahan rapat, risaleh rapat pimpinan (yang bersifat rehasla) kemenkes;

3. Matrik tindak lanjut rakorpim;

4. Arsip dinamls yang menurut sifatnya rahasia;
5. Arsip vital yang menurut sifatnya rahasia;

6. Arslp statis yang menunt sifatnya rahasla;

7. Brafsks (beria faximite) dari perwakilan R! di luar negeri yang bersifat
| __Irahasia,

No. Informasi Dasar Hukum Pengecuallan Informas!
s Dibuka | Ditutup Jangka Waktu
UPTD PUSKESMAS BUKUAN, UPTD Puskesmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
24 |informasi tentang identitas pasien/keluarga pasien yang menyampaikan Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 [pasienkeluarga paslen merasa tidak [pasien ga pasien tidak ny nama Tidak terbatas sampal dengan
pengaduan atas kualitas pelayanan huruf J Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, pasal 42 nama baiknya, atau teraneem koselamatannya jika balknyn atau terancam kesalamatannya jika [dentitasnya sebagal pasien/keluarga pasien yang
ayat (5) "Dalam keadaan ntu, nama dan itas p dapat identitasnya dif pengadu atas pelay diF Bukuan menyampaikan peng: atas kualitas pelay
dirghasiakan” diungkapkan berdasarkan undang undang“ diungkapken kepada r:ublik. aehlngga tbdak dusif bag! K kepada publik, sehingga tidak kondusif bagi upaya menyampalkan/membuka sendiri identitasnya sebagal
upsya budaya peng publik (social b budaya p Ppublik (social controf) dalam pengadu kepada publik
control) dalam iKlim demokras! iklim demokrasi
UPTD Puskesmas .ok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
25 i tan Pribadi UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 syat 1 "Setiap orang berhak atas Dapmmmgmguukapemmpemndwmmw gl kep gan p gen hak atas pribadi tidak sampail jjuan testulis dari yang
rehasia kondisi kesehatan pribadinya yang teleh dikemukakan kepada infommasi pribad| bersangkutan UU. No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
| — _ penyelenggara p inf ) publik pasal 18 ayat 2 huruf A
UPTD Puskosmas Lok Bahu, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG
26 |Memorandum atau surat-surat anter Badan Pubiik atau intra Badan Publik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 hund | Apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses Melindungi gan p ) atau surat- | Tidak terbatas sampai mendapatkan persetujuan tertulls dari yang
yang menurut sifatnya dirahasiakan um atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang penyuaunen kebljakan, yaknl dapal: 1. mengurangi surat antar badan publlk bersangkutan UU No. 14 Tahun 2008 tenteng keterbukaan
kecuall ates putusan Koemisi Informasi atau kejuj dalam pengajuan usul, informasl Publik Pasa!l 8 ayat 2 huruf a
pengadllan atau pertuk 9ag hubungan dengan
proses p . meng! kesuk
kebljakan karena sdanya 0 secara ;3.
mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negos!asl
yang akan atau sedang dilakukan
27 |G K P |Pe: Menteri Republik {a Nomor 1 Tahun 2015tentang  |Mengungkap data yang bersifat rahasla {Msiindungi data yang bersifat rahasia Tidak terbatas
1.Laporan Keuangan (LRA. Noraca dan catk) sebalum audit; 2. Rencana Daftar Informasi yang dikecualikan di Lingk i
penarikan keuangan; 3. Rekening Koran bendaharawan;
4. Rincian laporan realisasi belanja modal yang belum di sudit;
(sebolum disampaikan dan dibahas DPR);
6. Dokumen usulan revisi kegialan dan anggaran; 8. Hasil evaluasi proses
pengadaan barang dan jasa;
9. Data rincian realisasi anggaran tahun berjalan yang belum di audd;
28 [Dokumen Pengawasan: Laporan hasil pengawasen intemal F Menteri Republik ta Nomor 1 Tahun 2015 tentang  [Mengungkap data yang bersifat rahasia Melindung) data yang bersifat rahasia Tidak terbatas
Daftar yang {ikan di Lingk Kemerterian Kesehatan
29 |Dokumen Kepogawalan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang  |[Mengungkap data yang bersifet rahasia Melindung) data yang bersifat rahasla Tidak terbatas
1, Hasll pemeriksaan kesehatan PNS dan pejabat Kementerian Dattar yang tikan di Lingk
(Rekam Medis);
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
3. Nilai hasil tes (tes potans! akademik, psikotes, tes kesehatan dan
kebugaran, wawancara dan EBA) dalam rangka penyaringan/ penerimaan
CPNS, termasuk hasil psikctes bagi PNS dan pegawal BLU dalam rengka
mutas! jabatan;
4. Surat pengajuan mutasi jabatan strukiural atau fungslonal;
5. Informasi kepegawaian menyangkut data pribadi dan data lain yang
berkenaan dengan mmi tersebut (madala slektronik PNS);
8. Daflar nama pejabat/ p i yang huki disiplin ringan dan
sedang;
7. Pengajuan p karena p pihak
yang beswajib;
8. Daﬂsr hukuman disiplin peoawai
30 Dokumen Tertentu P Mentesi tan Republik ia Nomor 1 Tehun 2015tentang  |Mengungkap data yang bersifat rahasia Melindung! data yang bersifat rahasia Tidak terbatas
1. Risalah rapat, slide ) suara, dan transkripsi  |Daftar Informasi yang dikecualiken di L tan




3

UPT

EN:L

Dokumen Yang Terkait Dengan Sistem Tek "

Informasi

Dasar Hukum Pengecusilan Informas)

Konsakuensi/Pertimbangan Bag! Publlk

Jangka Wakts

Dlbuka

Ditutu)

1. Sistem keamanan elektroalk;
3 Bandwidth managemem:

2. Sistem manajemen dalabaso;

i dalam data center,

5 Konﬂgurasi data eemer

7. Lokasl server

8. Intemet protokol/IP addres private

[ Mentesi Republik ia Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 2

tentang Daftar Informasi yang dikecualikan di Ling!

Mengungkap data yang bersifal rahasia

Melindungi data yang bersifal rahasia

—
Tidak terbatas

D PUSKESMAS TEMINDUNG

E3

T —
uPTr: PUSKESMAS SEGIRI, UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG

Informasi tentang identitas paslen/keluarga pasien yang menyampalkan
pengaduan atas kualitas pelayanan Puskesmas Segin

[Rahagla Kondis! Kesshatan Pribadi (Nakes dan Pasien)

UU 36 Tehun 2009 tentang Koschatan Pasal 57 ayat 1

1. Untuk k

kode etlk kedoktoran dan peraturan undang-undang yang

pasien 2. |

aparatur pe;mgak hukum atas permintaan pengadilan . 3.
Permintaan atau persstujuan pasien sendirl. 4. Permintaan
institusilembag:

undangan. 5. Kepentingan penelitian, pendidlkan den eudit
medis sepanjang tidek menyebutkan ldentitas paslen.

|beriaku

Tidak terbates

a. UU No. 14 Tehun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf J
b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Palayanan Publik pasal 42 ayat (5)

gun budaya p
dalam {kiim demokrasl.

publik {soclal controf)

Paslen/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas lPaslen/keluarga pasien yang menyampaikan pengaduan atas
kuglitas pelayanan Puskesmas Seglri tefjamin kerahasiaan Segiri

pribadinya sehingga tidak ada kekhawatiran akan tercemar
nama baiknya atau terancam keselamatannya, sehingga
dapat mendukung terciplenya suasana kondusif bagi upaya

kualitas pelay eg

pribadlnya schlnqga tidak ada kemawatlren akan tercomar nama
balknya atau terancam kessiamatannya, sehingga dapat
konduslif bagl upaya
mmbsnwn budaya peoqawasnn publik {social control) dalam
Ikiim demokrasi.

5 tehun atau sampal dengan pasien/keluarga pasien yang
menyampaikan pengaduan atas kualitas pelsyanan Puskesmas
Segirl sendirt Identitasnya
sebaaal pengadu kepada publik

Asam Jlir__

Dokumen hasli atau proses penjatuhan hukuman disiplin / pelanggaran

2008 ten KIP

Keturahan Sidomul,
Dokumen psnawaran pada proses kontrak pegadaan barang/asa UU No.14 Tahun 2008, UU No tentang KIP Pasal 17 hunuf | dan j Keppres No.54 Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari |Melindungl para pihek yang tertibat kontrak Sampai dlkstahul pemsnangnya
Tahun 2010 pihak-pihak yang tidak terkait
35 |Daftar penilaian kinerja den ) Pasal 17 huruf | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP; UU No. 43 Tahun 1999 | Dapat mengungkap rahasla pribadi]abatan Melindungi data pribadi yang bersifat rehasia Selama berlaku
Kej alan
36 PP No.53 Tehun 2010 Tentang Disiplin PNS; Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tehun  |Mengungkap rahasia pribadi PNS Selama berlaku

7

Dokumen dan Berita Acara Pembinaan Aparatur

UU.14 Th.2008 tentang KIP Ps 17h

Dapat mengungkapkan rehasia pribedifabatan

Melindungi data pribadl PNS yang bersifat rahasia
“’Mellndm\gl hak dasar pegawal/saseorang berdasarkan konstitusi.

| peraturan p g

Selamanya atau sesuel kepentingan tertentu yeng dibenarken

ian

Keturahan Sungal Kapth
38 |Informasi berupa nama dan alamat milik seseorang Undang-undang No 24 Tehun 2013 tentang Administras! Kependudukan pada informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapken isi data |Msiindungl data pribadi g egar tidak disalahgunakan Pemmnanen
Pasal 1 (22), Pasal 58, Pasal 79 dan Undang-undang No 27 Tahun 2022 tentang | privasi sesecrang yang bersifat pribadi
i gan Data Pribadl.
Kelurahan Sungal String, g Anyar, d: G g Panj Lemp Tanl Aman, F Sengkotak Sungal Kaplh, Kolurahan Rawa Makmur, Kelurzhan Tanah Merah, Kelurahan Rapak Dalam, Kelurahan Teluk Lerong Uly, K litr, Kt h
Kzrang Asam {lir, Kelurahan Simpang Tiga
39 |Data Pribadi Kependudukan TPasal 17 UU No.14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008,Pasal 17 tahun 2008; UU|Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia |informasi Publik yang epabita dibuka dan diberikan kepada Permanen
No. 23 Tehun 2006 Tentang Administrasi ukan,pasal B84 ayat(1) dan pemohon Informas! publik dapat mengungkap rahasla pribadi.
pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 88; UU No.23 Tahun 2006 tentang
40 |Tidak terbaias dan Permanen UU No. 14 Tehun 2008 tentang keterbukaan Informast pubﬁ Pasal 17 huruf (h)  |Mengungkap data pribad] yang bersifst rahasia informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkean is! Tidak terbatas dan Permanen
ayat (3) tentang mengungkap rehasia pribadi kondisi aset akta otentlk yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun
waslat
41 [Surat-surat Masuk dan Keluar yang Bersifat Rahasia UL No. 14 Tahun 2008 teniang keterbukaan KIP 17 hundf (i); UL kearsipan Dapat g! y kegiatan yang Memorandum atau Sufat»surat antar Badan public alau intra Permanen
disepakati dan adanya pengwwkapan prematur Badan Publik, yang dirahasiakan kecuall alas
|p Komisi i ateu Peng_alllan
Kelurahan Sidodad|
42 [Data Nama Stunting di Kelurehan Sidodadi |Merdmmtkan rasa malu bagl keluarga Melindung| keluarga yang bersangkutan Sampal ada persetujuan dari pihak yang berwenang / orang yang
— bersanghutan
43 |Catatan ki data pribadi (KTP) Dapat dimanfaatkan cleh pihak lain Melindungl data agar ttdak disal
44 |Data Keamanan Webslie / Aplikasi Kelurehan Dapat dimanfaatkan cleh pihak lain Keamenan sistem lebih terjamin Sampai dengan ada perubahan eplikas!
KELURAHAN RAPAK DALAM
45 Perjanjian Kerjasama Dapat merugiken kepentingan hubungan dengan pihak ketiga
46 |Informasi mengenal rincian data kepegawalan seseorang, kecuali bagiyang  [UU.No.14 Th. 2008 tentang KIP Psi 17/ Dokumen bersifat pritbadi dan rahasta; Dapat mengungkap

pribadi dan jabatan.

RAHAN RAPAK DALAM, Kelurahan Sungal Koledat_tg, Kelurahan Karang Asam llir
Laporan Keuangan sebelum dlaudit (Unaudited)

| Dapat mengungkapkan rahasia pribadijabaten

- Pasal 17 huruf { UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
- Pasa! 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

Dapat menimbulkan penyalzhgunaan dokumen negara

Sampal ditetapken sebagat dokumen terbuka

Konfigurasi database dan aplikesi serta

dan P

Dapat merugiken systom database




No. Informasi

Dasar Hukum Pengecuallan Informasl|

Konsekuensi/Pertimbangan Bagl Publlk

Jangka Waktu

Dibuka

Ditutup

prr——————— -
50 |KARIS. KARSU, dan KARPEG

——————————— rrere—
Pasal 17 hunuf | UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP

—
Dapat mengungkepkan rghasia pribadijabatan

Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan
instans! pengusul atau Instansi

Selamanya stau sesuai kepentingan testentu yang dibenarkan

elurahan Sungal Keledang, KELURAHAN RAPAK DALAM, Koturahan Karang Asam (lir

K
51 I SK Pensiun |Pasal 17 huruf | UU No. 14 Tehun 2008 tentang ang KIP

| Dapat mengungkapkan rehasla pribadljabatan

Produk tersebut hanya terbuka bagi PNS yang bersangkutan dan

Selamanya atau sesual kepentingan tertentu yang dibenarkan

instansi pengusul peraturan p
KELURAHAN SENGKOTEK
52 |Kodo Aplikasi Password F‘asel 17 huruf () UU No.14 tahun 2008 tentang KIP,UU ITE No.11 Tahun 2008 lPenya!shgunaan dari pihak lain IMen}aga keamanan Jaringan komunikas!/ penerobosan dan | Permanen
|penyelahgunaan hak akses
|Kelurahan Sengkotek, Kelurahan Teluk Lerong Ulu —
53 [Infomasl Tentang Pertanahan yang Menyangkut Data Kepemilikan Aset UU .No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pasal 17 hurnuf ()  |Ada k gk akan gunakan oleh pihek lainden  |[mslindungi rahasia pribad| dan pemilik usaha menengah Permanen
9 ayat (3) tentang mengungkap rehasla pribadi kondisi aset, UU No.27 Tahun 2022 |bisa berakibat sangketa
tentang perilndungan data Pribadi, permen agraria No.03 Tahun 1697 tenteng
00 24 tahun 1887 bag. kesepuluh tentang penyalinan
informasi data fisik dan yurisids
Kelurahan Karang Asam (lir
54_|MOU/SPK yang Masih Dalam Proses IUU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informas! Publik Informasi bisa df unakan M ktivitas lalan Jika sudah terbit MOU/SPK
55 |Laporan Hasil LHP Pasal 17 huruf a UU Nomor 14 Tahun 2008 tentangb KIP, Peraturan BPK Nomor |Dapat mengganggu proses penyelidikan dan penyidikan Mengganggu penogakan hukum Sampai dinyatakan sebagai dokumen terbuka
1 Tahun 2007
E} Arsip Vital yang Menurut Sifatnya Rahasia. Arsip Statis yang Menurut Sifatnya (1) UU Nomor 14 Tehun 2008 tertang KIP Pasal 17 hund i; (2) UU Ip Dapat gikan proses peny gl yang TMemorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra ya atau sasual kep gan tertantu yang dibenarkan
Rehasta, Arsip Dinamis yang Menurut Sifatnya Rehasia disepakati dan adanya pengung secara p Badan Publik yang menunut sifatnya dirshaslakan kecuali atas peraturan perundangan
K) atau pengaﬂi!an
57 |Leporan Pajak Pribadi (LP2P) Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Mengungkap rehasia (data kekayaan pribadi) Metl gi dan gurangl penyalahg! dokumen negara

Sampel ada persetujuan tertulis darl wajib pajak yang
kutan

Blodata Elektronik dan Non Elektronik PNS (Database
Daftar Penilalan Prestas| Kerja/DP3 SKP PNS

58
59

Pasal 17 hunuf h UU Nomor 14 Tahun 2008 ten

Mengungkep data pribadi bersifat rahasla

(1) UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ; (2) UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang [Mengungkap deta pribadi yang bersifat rahasla

Melindungi data pribad| yang berslfat rehasla

Tidak terbatas

Melindungl data pribadi yang bersifat rahasia

Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS

60

alan
Identitas PNS yang Melanggar Dislplin dan Dalam Prosss Di]atuhl Hukuman : 'T’asal 17 huruf h UU Nomor 14 Tehun 2008 tentang KIP
(1) Proses Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipll, Keberatan ateu Hukuman
Distplin PNS, dan Peninjauan Kemball atas Hukuman Disiplin PNS; (2) Proses
Pemberhentian Sementara karena Dilakukan Penahanan Pihak yang Barwajib

Mengungkap rehasia pribadl PNS

Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rehasia

Sampal diterbitkan surat keputusan

'Dapat mengungkap informasi pribadl

[Me[!ndmgl hak dasar pegawal berdasarkan konstitusi

Kolurahan Sungal Kelodang, Kelurahan Karanp Asam lilr
61 rnata pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan pengaduan Dapat gungkap rahasia p f}
masyarakat dap kinerja dan perilak pejabet / staf
62 [Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang/jasa UL No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf | dan j Kepress No. 54 Tahun g/ p g i tidek sahat | gan tetap Sampai dengan dapat pai dengan p pan p 9
2010 dtpettanggungjawabkan pengadsan
barangfjasa
63 |Dok pengajuan [jin perkawinan / p j UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hunuf h ayat 3, UU No 27 Tahun dapat mengungkap rahasta pribadl hak dasar pegawal berdasarkan konstitusi Selamanya etau sesual kepentingan tertentu yang dibenarken
2022 tentang Pertindungan data pribadl, atau ketentuan lainnya yang menyangkut peraturan perundsngan
sifat penelitlannya
84 |Arsip Dinamis, AktH dan Interaktif yang Berisikan: (1) Dokumen Keuangan (SPJ|UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17; UU No. 43 tentang ipan Pasal gungkap data pribadi yang bersifat rahasia Dapat mengungkap rahasia badan publik selama masih berlangsung, pertindungan masth berlaku, selama
berikut 44 Ayat (1) dan (2) arslp masth berlaku
lamplrannya, dokumen anggaran dan ctoritasnya); (2) Akte Otentik yang
Bersifat Pribadi dan Wasiat; (3) MemorandunvSurat-Surat Penting yang Pertu
Dirahaslakan
85 |[Laporan Keuangan Tahun Berjalan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); UU No, 14 |Dapat metugikn prosss psnyusunan kebijakan karena adanya|ad; K secara pi p ya laporan yang telah dlaudit
Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 hunut j pengung! secara prematur
Keturahan Sungal Keledang, Kelurshan Kai Asam lilr, Kelurzhan Teluk Le: Ulu
86 IData piutang, gaji dan tunjangen pegawai iuu No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 hund ¢, UU No 23 Tahun 2008 Selamanya atau sesuzl kapentingan tertantu yang dibenarkan
sdministrasi kep duken Pasal 84 ayat 1 dan 2, Pasal 86

Kelurahan Sungal Keiod:
67 |Dokumen kasus sengketa hukum pldana, perdata, Tata Usaha Negera dan

Kolurahan Toluk Lerong Ulu, Kelurahan Karang Asam [itr

UU No. 14 Tehun 2008 tentang KIP Pasel17 hund a

Imemancsu prosas penyidikan dan penyelidikan

Dapat mengungkap rahasla pribadi, badan pubilk, dapat

(Kejaksaan)

pel dengan kepada p

71 |Data buku Register Ahli Waris

sifat penelitiannya

2022 tentang Periindungan data pribadi, atau ketentuan lainnya yang menyangkut

pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rehasta pribadi
data Keluarga dan warisan

ma proses akan hukum
68 |Dokumen kepemilikan tanah UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal17 hunuf g Mengmgkap rehasia pribadi walib pajak tentang kondisi aset Dapat mengungkap rehasia badan publik Sampal dengan ada persstujuan tertulis dari pemilik tanah
kan ofeh pihak yang tidak berhak
KELURAHAN SIMPANG TIGA, Kelurahan Karang Asam liir
69 [Surat Salinan Batas Bidang Tanah TPermendagri Np. 03 Tahun 1997 tenteng ketentuan pelaksanaan PP 24 Tehun  [Informasi dan salinan batas bidang tanah dapat dii Melindungi gan pemilik tanah “hanya kepada pemegang hak yang dapat diberikan seiinan batas
1997 pihak lain. bidang tangh”
tentang penyajlan Inf | data fisik dan yuridis
[ 70 [Kodo Passwoord, User, [P Adress dan Aplikasi Keuangan UU Nemor 11 Tahun 2008 tentang dan | Informasi yang diberikan dapat ganggu f dan {Mslindungi mekanismo dan sistem keuangan Tidak terbatas
sistem keuangan
Kelurahan Rawa Makmur, Kelurshan Tansh Morah, Koturahan Sungal Kapth —
UU No. 14 Tahun 2008 tentang KiP Pasal 17 hurut h ayat 3, UU No 27 Tahun Dapat disalehgunakan oleh pihak-pihak tertentu Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Permanen




Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No. Nama Jabatan Unit Kerja \ ‘TTD
1. | Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si. | Akademisi Universitas Mulawarman i‘ y
\\
2. | Asran Yunisran, SE., SH. Analis Hukum Bagian Hukum '
Sekretariat Daerah Kota
Samarinda "
3. | Euis Eka April Yani, S.STP., MM. Kepala Bidang Pengelolaan dan | Dinas Komunikasi dan ~ ,
Pelayanan Informasi Informatika Kota [ N.f/(‘
Samarinda

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

Ketua PPID Pemerintah Kota Samarinda

Dr. Aji $varif Hidayattulah, S.Sos., M.Psi
Nip. 197010271999031004




